GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : s517/KPTS/BKD/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawail Negeri Sipil, dan Pasal 12
Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kode Etik
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur

tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara
di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

1

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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g. memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak
terbukti melakukan pelanggaran;

h. menetapkan jenis pelanggaran kode etik; dan

i. menyampaikan Putusan hasil Sidang Majelis Kode Etik
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen
Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Septembar 2020

IE:UBERNUR SUMATERA SELATAN,

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.

2.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan BB R.I di Jakarta.

3.Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta. ?
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta,

5.Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang,




